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ABSTRAKSI

HADRIANSAH. NIM E 121 06 016. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TENTANG KEBERSIHAN KOTA DI KABUPATEN BARRU, di bawah
bimbingan Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si dan Dr. Muh. Tamar. M.Psi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui implementasi
kebijakan program pemerintah daerah tentang pengelolaan kebersihan di
Kabupaten Barru khususnya di wilayah Kota Barru.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisis data
kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan
pengamatan langsung kepada subyek penelitian dan wawancara secara
mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti
mengadakan tanya jawab langsung dengan beberap informan terkait dengan
implementasi kebijakan tentang kebersihan dimana perda yang digunakan
yaitu Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Adapun
Subyek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, Pegawai Negeri
Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dan masyarakat yang
berada di wilayah Kota Barru

Implementasi kebijakan tentang kebersihan mengarah pada Perda
No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan, Dari hasil penelitian ini
dapat dijelaskan bahwa proses pengelolaan sampah berupa pengurangan,
pengumpulan, pengangkuatan dan pemusnahan. Adapun faktor yang
mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tentang Kebersihan di Kabupaten
Barru yaitu faktor sumber daya yang merupakan faktor penghambat dan
komunikasi merupakan faktor pendukung.
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PENDAHULUAN

1.4. Latar belakang

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia makin
bertambah dan kebutuhan akan lingkungan pemukiman / lingkungan
kota makin bertambah pula. Salah satu hal yang paling penting
dalam suatu lingkungan permukiman / lingkungan kota itu adalah
masalah kebersihan, karena tanpa lingkungan yang bersih maka
tidak akan ada rasa nyaman untuk tinggal dilingkungan tersebut.
Selain ketidaknyamanan, adapun dampak lain dari lingkungan yang
tidak bersih adalah timbulnya berbagai penyakit yang dapat
menyebabkan kematian, Dalam hal ini sangat diperlukan partisipasi
masyarakat karena merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk

menjaga kebersihan lingkungannya.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan
hidup, yang sampa;i saat inl masih tetap menjadi masalah besar
adalah faktor pembuangan sampah. Banyak sekali sampah yang
diproduksi masyarakat baik yang organik maupun anorganik.
Sampah anorganik lebih sering berwarna, berasa dan berbay,
namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sampah sangat
mengganggu dimana gangguan itu dapat berupa bau yang menusuk

dan mengganggu pemandangan selain itu bahaya racun dan



sampah yang lebih mengancam kelangsungan hidup manusia. Sifat
racun s.Entétis yang fidak berbau dan berwarna, dan dampak
kesehatannya yang berjangka panjang (seperti kanker, kerusakan
saraf, gangguan reproduksi dan lain-lain), membuat racun tersebut
lepas dari perhatian kita.

Seharusnya hidup dengan lingkungan yang bersih mestinya
sudah diajarkan sejak dini agar kelak dewasa menjadi hal yang
terbiasa. Kebersihan sudah menjadi masalah rutin dalam kehidupan
sehari-hari, tentunya kita harus menyadari apa itu kebersihan. Bersih
adalah sesuatu yang bebas dari hal yang kotor, Jadi benda yang di
katakan bersih apabila tidak ada kotoran berupa apapun. Maka dari
pengertian di atas bisa kita ketahui kebersihan berarti sesuatu hal
yang harus dijaga dan dirawat dari hal-hal yang kotor yang dapat
disenangi oleh kuman serta menjadi sarang penyakit. Sesuatu yang
dapat menyebabkan kotor bisa berasal dar debu, sampah sisa
makanan, barang-barang bekas, dan bangkai hewan. Apabila
sumber kotor itu tidak dibersihkan atau dibiarkan akan menjadi
sarang dari berbagal penyakit Agar itu tidak terjadi maka kita harus
terapkan hidup bersih setiap hari.

Banyaknya aktivitas masyarakat akan  membawa
permasalahan atau dampak negatif bagi perkembangan suatu
wilayah. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah

persampahan. Pengelolahan sampah di Wilayah Kota Barru
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(Kab.Barru) selama ini masih sangat kurang terutama dalam
penanganan sampah di lapangan, komponen yang paling
menentukan dalam kinerja pengelolaan sampah pada dasarmya
dilihat sebagal komponen-komponen sub sistem yang paling
mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk
mencapai tujuan yaitu HIBRIDAH (Hijau, Bersih, Asri dan Indah).
Komponen-komponen tersebut adalah organisasi pengelola,
pembiayaan, teknik operasional, peran serta masyarakat, dan
pengaturan, namun dalam studi ini hanya diprioritaskan pada satu
aspek saja yaitu aspek teknik operasional, karena aspek ini dianggap
dapat mewakili kelima aspek tersebut dan paling berhubungan
langsung terhadap kinerja pengelolaan sampah di Kota Barru
(Kabupaten Barru).

Analisis kinerja pengelolaan persampahan di Kota Barru
(Kabupaten Barru) dilihat dari fingkat pelayanan, penggunaan
fasilitas, dan dampak pelayanan. Pengelolaan sampah di Kota Barru
(Kabupaten Barru) selama ini masih sangat kurang terutama dalam
penanganan sampah dilapangan, seperti dalam pelaksanaan teknik
operasional. Komponen yang paling menentukan dalam Kinerja
pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat sebagali komponen-
komponen subsistem yang paling mendukung satu dengan yang lain
saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu keta hijau, bersih,

asri dan indah. Komponen-komponen tersebut adalah organisasi



pengelola, pembiayaan, teknik operasional, peran serta masyarakat,
dan pengaturan, namun dalam studi ini hanya diprioritaskan pada
satu aspek saja yaitu aspek teknik operasional, karena aspek ini
dianggap dapat mewakili kelima aspek tersebut dan paling
berhubungan langsung terhadap kinerja pengelolaan sampah di Kota
Barru. Analisis kinerja pengelolaan persampahan di Kota Barru
dilihat dari tingkat pelayanan, penggunaan fasilitas,dan dampak

pelayanan.

Pemerintah juga berkewajiban dalam menjaga kebersihan.
' Terkhusus di Kabupaten Barru pemerintah daerah melakukan upaya
untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan di wilayah
Kabupaten Barru serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan
masyarakat selain itu untuk meningkatkan budaya hidup
bersih,sehatindah dan nyaman sejalan dengan perkembangan
Kabupaten Barru dan semuanya itu telah diatur pada Perda No 2

Tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan.

Kantor pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dan
Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan salah satu unsur pelaksana
pengelolaan kebersihan di Kota Barru. Dalam melaksanakan
tugasnya, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan
Ruang dan Dinas PU fidak terlepas dari arah dan kebijakan

pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
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Kota Barru yang mengarah pada terwujudnya semboyan Kota barru

yaitu "HIBRIDAH (Hijau, Bersih, Asri Dan Indah)".
{

Tahap setelah dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2009 tentang
pengelolaan kebersihan adalah bagaimana cara pemerintah daerah
mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan ini
mengacy pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya
juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah
program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya
melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan
kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan

politik, ekonami, dan sosial.

Berdasarkan uraian ftersebut di atas, maka penulis
memfokuskan diri pada permasalahan implementasi kebijakan

tentang kebersihan kota di Kota Barru (Kabupaten Barru).

1.2. Rumusan masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini maka terlebih
dahulu diperielas permasalahan-permasalahan yang akan diteliti
dengan memberikan batasan masalah. Batasan masalah tersebut

sebagai berikut :
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a. Bagaimana implementasi kebijakan Perda No.2 Tahun 2009
tentang pengelolaan kebersihan di Kota Barru (Kabupaten
Barru) 7

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan
Perda Mo.2 Tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan di
Kota Barru (Kabupaten Barru) ?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk ; N,

a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemerintah
daerah tentang pengelolaan kebersihan di Kota Barru

(Kabupaten Barru).

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
implementsi kebijakan program pemerintah daerah tentang

pengelolaan kebersihan di Kota barru (Kabupaten Barru).

1.4. Manfaat penelitian
a. Manfaat akademik
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana
pola dasar dalam mengamati implementsi kebijakan pemerintah

daerah tentang pengelolaan kebersihan di Kabupaten Barru.



b. Manfaat praktis
Secara praktis hasil penelitian ini agar dapat di gunakan sebagai
bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten
Barru.
1.5. Kerangka konseptual
| Berdasarkan pada semboyan Kabupaten Barru yaitu HIBRIDAH
(Hijau, Bersih, Asri Dan Indah) maka masalah kebersihan
sangat perlu diperhatikan,dan demi terwujudnya sembaoyan
tersebut maka di keluarkanlah perda mengenai pengelolaan
kebersihan di Kabupaten Barru yaitu Perda No 2 Tahun
2009.adapun gambaran dari penyelenggraan dari peraturan
daerah mengenal pengelolaan kebersihan di Kabupaten Barry,

Kota Barru pada khususnya. dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konsep

Perda Mo 2 tahun 2009 tentang
pengelolaan kebersihan di
Kabupaten Barru

Pengelolaan kebersihan meliputi:

Pengeloaan sampah

!

Sosialisasi tentang kebersihan

L

Faktor-faktor yang
mempengaruhi:

Faktor penghambat :

Sumber daya yaitu sumber
daya manusia dan sumber
daya financial

Faktor penll:lultung :

Komuniksai yaitu sosialisasi

I

k.

Implementasi kebijakan
tentang kebersihan kota

di Kabupaten Barru




1.6. Metode penelitian
1.6.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berpusat di lingkup Kota Barru dalam hal
ini Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
Kabupaten Barru dan Dinas Pekerjaan Umum (Seksi Kebersihan)
Kabupaten Barru,

1.6.2. Tipe dan dasar penelitian

Dalam penelitian ini  penulis akan menggunakan tipe
peneliian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang
bagaimana implementasi kebijakan tentang kebersihan Kota di
Kota Barru (Kabupaten Barru).

Dasar penelifian yang penulis gunakan adalah studi kasus
yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa atau
proses tertentu  terkait fokus peneliian sehingga dapat
menemukan ruang lingkup tertentu. data tersebut dilakukan
secara langsung ke lokasi penelitian.

1.6.3. Teknik pegumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan cleh panulis
adalah:
a. Penggunaa metode wawancara
Metode wawancara memerlukan waktu yang cukup lama
untuk mengumpulkan data dan peneliti juga harus memikirkan

tentang pelaksanaaannya selain itu sikap pada wakiu datang,



sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan kesabaran
serta keseluruhan penampilan sangat berpengaruh terhadap isi
jawaban responden yang diterima cleh peneliti.
Dengan menggunakan metode ini di harapkan akan
mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat dalam
mengumpulkan informasi dari responden. |
b. Observasi
Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling
efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko
pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-
itern tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan
terjadi.Pada penelitian ini dilakukan pengamatan dilapangan
tentang kondisi pelayanan kebersihan.
c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah dan sebagainya.pada penelitian ini dilakukan pencatatan
dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian yakni
berupa laporan-laporan pelaksanaan yang berkaita dengan
dengan objek penelitian yang berfungsi untuk melengkapi

analisis dan memperkuat kesimpulan.
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1.6.4. Definisi operasional

Dalam rﬁemberlkan penjelasan secara detail serta batasan
variabel yang menjadi obyek penelitian iniserta sebagal
penunjang untuk memudahkan penelitian, maka defenisi secara

operasional dapat dicermati melalui indikator sebagai berikut :

a. Kebijakan tentang kebersinan kota adalah kebijakan yang
merujuk pada Perda No 2 tahun 2009 Kabupaten Barru
dimana pokok isi kebijakannya tentang pengelolaan
kebersihan di Kota Barru yaitu Pengelolaan sampah yang
meliputi :

- Pengurangan
- Pengumpulan
- Pengangkutan
- Pemusnahan

b. Sosialisasi kebersihan r_n_erupakan upaya pemerintah
kebupaten Barru untuk menanamkan bagaimana budaya
hidup bersih, sehat, indah dan nyaman sejalan dengan
perkembangan Kabupaten Barru.

¢. Faktor-faktor yang mempengaruhi disini yaitu sejumlah faktor
yang dapat menjadi pendukung dan dapat pula menjadi
penghambat dalam implementasi perda No.2 tahun 2009

tentang pengelolaan kebersihan.
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d. Faktor pendukung yaitu komunikasi yang berupa sosailisasi
tentang kebersihan. Sosialisasi ini berﬁentuk penyuluhan-
penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat seria
pemasangan spanduk/poster berisi himbauan kepada
masyarakat untuk menjaga kebersihan,

e. Faktor penghambat yaitu sumber daya yang berupa sumber
daya manusia yaitu kurangnya tenaga kerja yang dimiliki
Dinas PU Kabupaten Barru dalam hal pelayanan kebersihan
serta sumber daya finansial yang berupa sarana prasarana
yang masin kurang.

1.6.5. subyek dan informan penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten
Barru dan Pegawai Megeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

" Pemilihan subjek dilakukan dengan metode purposive yaitu
memilih orang yang dianggap betul-betul memahami realitas yang

terjadi. Untuk itu informan yang dipilih adalah :

1. Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan
Ruang Kabupaten Barru.

2 Staf khusus Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
PU.

3. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Barru.

12
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1.6.6. Analisis data
Dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh,

penelii akan menggunakan teknik analisis secara deskriptif
kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan
disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dan
menyajikan data-data pendukung. Teknik analisis secara deskriptif
kualitatif bertujuan untuk menggambrakan secara sistematis

tentang bagaimana implementasi kebijakan tentang kebersihan

kota di Kota Barru (Kabupaten Barru).
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2.1. Pengertian kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk
mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam
bergerak. Berikut ini akan dikemukakan pengertian kebijakan dari
beberapa ahll yaitu:

Menurut Edi Suharto dalam bukunya Analisis Kebifakan Publik
(2005:7) mendefinisakan kebijakan sebagai :

"prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan

kepulusan".

Dalam buku yang sama Ealau dan Prewitt (1973)
mendefinisikan kebikajakan adalah :

“Sebuah kefetepan yang berlaku yang dicinkan oleh prilaku

yang konsisten dan berulang baik dari yang membutanya

maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)”.

Titmuss (1974) dalam buku yang sama pula memberikan
pengertian kebijakan sebagai :
“Prinsip-prinsip yang mengatur findakan yang diarahkan

kepada tujuan-tujuan terfentu”.
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2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kébijakan Publik
(2008:8) mengutip pernyataan Robert Eyetone dalam bukunya The
Threads of Public Policy (1871) mendefinisikan kebijakan publik:

"Sebagal hubungan antara unit pemerintah  dengan

lingkungannya".

Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk
dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian
besar scholar (pelajar) yang mempelajarinya. Padahal dalam lingkup
yang nyata kebijakan publik tidak selalu menggambarkan keluasan
defenisi. Dalam buku yang sama Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt
(1973:265), dalam perspekiif mereka mendefinisikan kebijakan
publik:

"sabagal keputusan fetap yang dicirikan dengan konsistensi
dan pengulangan (repilisi) .n'ngkrah laku dari yang membual
dan dari mereka yang memaluhi keputusan tersebut”.

Carl Friedrich (1969) pada buku Leo Agustino yang berjudul
Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:7) yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkalan (findakan/kegiatan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
: dalam suatu lingkungan tertenfu dimana terdapat hambatan-
i harnbatan (kesulitan-kesulitan) dan  kemungkinan-
! kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn

: tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk
| mencapai fujuan yang dimaksud”.

|

|
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James Anderson (1984) pada buku Leo Agustino yang berjudul
Dasar-Dasar Kebijakan Publik {Emﬁ:?} memberikan pengertian atas
definisi kebijakan publik, sebagai berikut.

“Serangkaian kegiatan yang mempunyal maksudfujuan
terfentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor
alay sekelompok aklor yang berhubungan dengan suafu
parmasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan
Fublik {2008:8) ada beberapa karakrteristik utama dari suatu definisi
kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada
tindakan yang mempunyai maksud atau ftujuan tertentu
daripada perilaku yang berubah atau acak.

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau
pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah déri
pada keputusan yang terpisah-pisahmisalnya suatu
kebijakan tidak hanya meliputi  keputusan  untuk
mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan
berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan
pelaksanaannya.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang
dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan,

mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat,
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bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan
dikerjakan.jika legislatif mengeluarakan suatu regulasi yang
mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah
minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang
dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut maka
akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi
sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam
contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan
yang tidak di atur perundang-undangan.ini artinya kebijakan
publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau
dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.

. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan
pemerintah  yang jelas dalam menangani  suatu
permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat
melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun
padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat
diperlukan.

. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada

hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
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2.3 Implementasi Kebijakan

Banyak pakar kebijakan menilai dari keseluruhan siklus
kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling
sulit. Grindle (1980) misalnya, telah mengantisipasi kesulitan
tersebut sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar
bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-
keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rufin lewat
saluran-saluran birokrasi, melainkan Jlebih dar ifu, ia
menyangkut masalah konflk, keputusan dan siapa yang
memperoleh apa dari sualu kebijakan'.

Di sini Grindle (1980) telah meramalkan, bahwa dalam sefiap
implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak
kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana
kebijakan itu akan dimplementasikan. |de dasar Grindie ini adalah
bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program

aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar,

Hal ini sangat tergantung pada pelaksanaan dari program tersebut.

pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980:8-12)
sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi

kebijakan mencakup :

%
1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan

3. derajat perubahan yang akan diinginkan.
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4, kedudukan pembuat kebijakan.
5. siapa pelaksana program.

6. sumberdaya yang dikerahkan.
Sedang konteks kebijakan mencakup :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

2. karakteristik lembaga dan penguasa.

3. kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap
kebijakan. Di sini kebijakan yang menyangkut banyak
kepentingan yang berbeda akan  lebih  sulit
diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit
kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas
keterlibatan  berbagai pihak  (politisi, pengusaha,
masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam
implementaai. kebijakan akan berpengaruh terhadap

efektivitas implementasi kebijakan.

Sabatier dan Mazmanian (1886:9-11) melihat implementasi

kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu :

a. karakteristik masalah.
b, struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai
macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan.

¢. faktor-faktor di luar peraturan kebijakan.
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Kerangka pikiran Sabatier dan Mazmanian, menunjukkan
bahwa suatu kegiatan implementasi kebijakan akan efeklif apabila
birokrasi pelaksana mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh

peraturan pelaksanaan. Oleh karenanya model ini sering disebut

sebagai model top-down.

Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan
Publik (2005:87) menyatakan bahwa;
"Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh
pembuat kebijakan (policy maker) bukanlah jaminan bahwa
kebijakan fersebut pasti barhasil dafam
imiplementasinya,ada banyak fariabel yang mempengaruhi
keberhasilan Implementasi kebijakan baik yang bersifat
individual maupun kelompok atau institusi implementasi dari
suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk
mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia
memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok
sasaran’.
Adapun teori yang dikemukakan oleh George C.-Edwards yang
dikutip oleh Subarsono (2005:90), menyatakan bahwa implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran
dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang
bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan Kebijakan.
Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu

dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
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Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan
peru dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara

tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses
yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya
hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebariuaskannya. Di
samping [tu sumber informasi yang berbeda juga akan
melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi
berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan
sebuah keputusan harus mengetahul apakah mereka dapat
melakukannya. Sesuhgguhnya implementasi kebijakan harus
diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas
dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para
aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi
kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya
yang akan diarahkan, Para implemetor kebijakan bingung
dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika
dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak

cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius

mempengaruhi implementasi kebijakan.
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Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan Hr::rrsEsté"r"h_ cuh

implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi
dikiim. Jika personel yang bertanggungjawab  untuk
melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam
melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya.ini meliputi jumlah
staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan
cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan
sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya
kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan
kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-
fasilitas pendukung vyang dapat dipakai untuk melakukan

kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan
kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program
secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan
pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan
terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan
skillkemampuan para pelaksana untuk melakukan program.
Uniuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat
meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana

program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi
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merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam
melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang
khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik

kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penfing bagi
pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi
mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program
serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus
dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan
kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan
dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang
diperiukan  para  pelaksana dilapangan.  Kekurangan
informasi/pengetahuan  bagaimana melaksanakan kebijakan
memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak
bertanggungjawab, atau pelaksana tdak ada dirtampat kerja
sehingga menir;hulkan inefisien. Implementasi kebijakan
membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap

peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan
untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan
untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan

uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas
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yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakanfprogram harus
terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi.

Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi
kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju
dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan
melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka
berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi

akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap
kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana
untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan,
dan intensitas dar respon tersebut Para pelaksana mungkin
memahami maksud dan sasaran program namun seringkali
mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara
tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya
sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari
implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat

pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.
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Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi
pelaksanaan program dapat mencapai fujuan secara efekiif dan
efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan
kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana
dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan
keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan
karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana
vang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana
program agar mereka mendukung dan bekerja secara total

dalam melaksanakan kebijakan/program.

. Struktur organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan rn.emiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi
yang standar (standard operating procedures atau SOF). SOP

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak,

Struktur organisasi yang panjangakan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.ini pada gilirannya

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
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Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang
mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi

kebijakan, yaitu;

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.

2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan
sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana,

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan
di antara anggota legislatif dan eksekutif).

4. Vitalitas suatu organisasi.

5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi
horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat
kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi
dengan individu-individu di luar organisasi.

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan

pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan
dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan ,
implementasi masih gagal apabila struktur birckrasi yang ada
menghalangl koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan
kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak
orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil

implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan
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mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi

sistem dalam birokrasi.

2.4. Pengertian Pemerintah

Menurut Utrecht yang dikutip olen DR. H. Deddy Ismatullah
dalam bukunya yang berjudul llmu Negara Dalam Multi Perspektif,
mengatakan bakhwa EEﬁdEHIF'I;‘fEI ada tiga penegertian pemerintah,
yaitu :

a. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan
kenegaraan atau kelengkapan Megara yang berkuasa
memerintah dalam arti luas, meliputi eksekutif,
legislatife, dan yudikatif.

b. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan
kenegaraan teringgi yang berkuasa memerintah di
dalam wilayah. Misalnya Presiden, Raja, Badan Uni
Sowvyet, dan Yang Dipertuan Agung di Malalaysia.

c. Pemerintah dalam arti kepala Negara (Presiden)
bersama-sama dengan mentri-mentrinya, yang berarti
organ eksekutif.

Melalui pendekatan kelembagaan dan pendekatan model inilah
yang kemudian membag! pemerintah dalam beberapa arti:

a. Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa pemerintah adalah badan, lembaga,
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alat, aparat yang melaksanakan atau atau menjalankan
pemerintahan sedangkan pengertian pemerintahan
adalah segala kegiatan atau aktivitas yang dijalankan
oleh pemerintah. Pemerntah dalam arti terluas adalah
suatu lembaga Megara seperti diatur dalam UUD
(konstitusi) suatu Negara.

. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga
WNegara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan
disebut sebagai pemegang kekuasaan pemernntah.
Pemerintahan dalam arti sempit yaitu lembaga negara
yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

. Pemerintah dalam arti yang sempit yaitu lembaga
Negara yang memegang fungsi birokrasi.

. Pemerintah dalam arti pelayanan. Disini pemerintahan
dianggap sebagai warung dan pemerntah adalah
pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).

. Pemerntah dalam konsep Pemerntah Pusat yaitu
pengguna kekuasaan Negara pada f#ingkat pusat
(tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep
pemerintah daerah.

Pemerintah dalam konsep Pemerintah Daerah.
Berbeda dengan Pemerintah Pusat yang dianggap

mewakili MNegara, pemerintah daerah dianggap




mewakili masyarakat, karena daerah adalah
masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

g. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Wilayah.
Pemerintah dalam arti ini dikenal dengan Negara yang
menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

h. Pemerintah dalam konsep Pemerintahan dalam MNegri.
Konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda.

i. Pemerintah dalam konteks lImu Pemerintahan adalah
semua lembaga yang dianggap mampu (normative)
atau secara empirik memproses jasa-jasa dan layanan
publik.

Secara etimologis istilah Pemerintah dan Pemerintahan berasal
dari kata perintah. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia memberikan arti dari masing-masing istilah tersebut, yaitu:

a. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud
menyuruh untuk melakukan sesuatu.

b. Pemerintah adalah 1) Sistem menjalankan, wewenang
dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan
politik suatu Negara atau bagiannya; 2) Kelompok crang
yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab
terbatas menggunaan kekuasaan.

c. Pemerintahan adalah 1) Proses, cara dan perbuatan

memerintah; 2) Segala urusan yang dilakukan oleh



nagara dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan

kepentingan Negara,

2.5. Kebijakan Pemerintah

Soekamo dalam bukunya Fublic Policy mengutip pernyataan
Thomas R. Dye pada bukunya yang berjudul Understanding Public
policy edisi V yang mengatakan "Public Policy adalah keadaan
pemerintah  untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu”. Berangkat dari defenisi tersebut ditegaskan bahwa apa
yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan itulah Public Policy atau Kebijakan Pemerintah. Untuk itu,
berdasarkan pemikiran tersebut penulis menggunakan kebijakan
pemerintah untuk menerjemahkan Public Policy.

James E Anderson di samping menemukakan defenisi Tomas
R. Dye, di dalam bukunya berudul ‘Public Policy Making”
mengemukakan pula defenisi Fublic Policy dari Robert Eyestone
(Soenarko, 2005:42) yang berbunyi:

“Kebijakan pemerintah adalah hubungan sualu lembaga
pemerintah terhadap lingkungan”. Ini merupakan defenisi
yang sangal luas, yang ftentu saja barv memberkan
kejelasan yang masih samar-samar dan orang masih periu

banyak mencari-car pengertiannya”.




Anderson menyampaikan pula definisi yang diberikan oleh Carl

J. Friedrich (Soenarko, 2005:42) sebagai berikut:
‘Kebijakan pemerintah adalah suafu arah findakan yang
diusulkan seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu
lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-

kesempatannya dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau
mewujudkan kehendak serta fujuan terfentu”.

2.6. Pangerti'an Kebersihan

Pengertian kebersihan berdasarkan Perda No 2 tahun 2009
adalah keadaan yang bersih sesuai tata lingkungan yang memenuhi
harapan untuk menjadikan sebuah daerah yang berkembang secara
dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisl yang
dapat dinikmati oleh panca indera dengan serasi sehingga
memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung atau

wisatawan

Masalah kebersihan yang tidak kondusif dikarenakan
masyarakat selalu tidak sadar akah hal kebersihan. Tempat
pernbuangan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik.
Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit
pernafasan dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara sering
menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Berbagai upaya
pengembangan kesehatan anak secara umum pun menjadi
terhambat. Fakta ini teradi khususnya di daerah bekas bencana

alam di Aceh, Jawa Tengah dan Sumatra Utara.
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Di samping akses air bersih yang kurang baik, kondisi
kebersihan air dan lingkungan diperparah oleh kegagalan
penyuluhan bagi masyarakat kelas bawah dan mereka yang tinggal
di daerah kumuh untuk berperilaku bersih. Bahkan penyediaan air
minum yang bersih pun belum secara serius dijadikan prioritas

pembangunan di Indonesia terutama di daerah.

Menjaga kebersihan dapat ditempuh dangan cara: mencuci
tangan, mencuci alat makan, mencuci kaki, dan membersihkan
lingkungan tempat tinggal dar kotoran dan sampah. Dengan
menjaga kebersihan, lingkungan kita akan menjadi lebih sehat dan

kita akan lebih nyaman untuk berkarya.

Pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk bekerja
sama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah
sebagal aparat negara selama ini sudah berperan dalam menjaga
kebersihan dengan diterbitkannya Perda-Perda kebersihan
lingkungan, Selain itu, pemerintah pun sudah melakukan berbagai
upaya dalam menjaga kebersihan melalui Dinas Kebersihannya

walaupun dapat dinilai belum maksimal.

Jika pemerintah melaksanakan tugas dengan baik dalam
menjaga kebersinan dan masyarakat ikut memelihara kebersihan
lingkungannya, alangkah indahnya kondisi lingkungan tempat kita

melaksanakan akfivitas sehari-har. Oleh karena itu, kita harus
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memulai dari hal terkecil dan harus mulai dar lingkungan terdekat

dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Situs Wikipedia yang berjudul Kebersihan memaparkan
Kebersihan adalah keadaan bebas darf kotoran, termasuk di
antaranya, debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis
Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi
disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus,

bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higiene yang
baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan
diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran,
atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain.
Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi,
menyikat gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih.
Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan
memakai air dan sejenis sabun atau deterjen. Mencuci tangan
dengan sabun atau menggunakan produk kebersihan tangan
merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan influenza dan

batuk-pilek.

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal,
tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat

tinggal dilakukan dengan cara melap jendela dan perabot rumah
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tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak
dan peralatan makan (misalnya dengan ahu.gmuh], membersihkan
kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan
lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan,
dan membersihkan jalan di depan rumah dar sampah. Tingkat
kebersihnan berbeda-beda menurut tempat dan kegiatan yang
l:l-ilakukan manusia. Kebersihan di rumah berbeda dengan
kebersihan kamar bedah di rumah sakit, sedangkan kebersihan di
pabrik makanan berbeda dengan kebersihan di pabrik semikonduktor

yang bebas debu.
2.7. Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan

Dalam rangka usaha pemerintah daerah menjamin dan
meningkatkan pelayanan kebersihan diwilayah Kabupaten Barru
serta meningkatkan peran aktif seluruh fapisan masyarakat, maka
periu ketentuan tentang pengelolaan kebersihan. Oleh kerena itu
Pemerintah Kabupaten Barru mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Kebersihan Kebersihan. Ruang lingkup dari
pengaturan Perda ini berdasarkan Pasal 2 (Perda No.2 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Kebersihan) adalah pengelolaan kebersihan
yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan

memgutamakan  pemberdayaan  masyarakat = Pengelolaan




kebersihan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 yaitu

mengenai Pengelolaan sampah.

Pasal 4 (Perda No.2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Kebersihan) berbunyi Pengelolaan sampah dilakukan dengan
memperhatikan, Jenis dan sifat sampah. Sampah terdiri dari dua
jenis yaitu : sampah yang terdiri dari bahan mudah busuk (Sampah
Basah) dan sampah yang terdiri dari bahan yang tidak mudah busuk
(Sampah Kering). Adapun sifat sampah yang dimaksud disini
berdasarka pada pasal 6 yaitu : Sampah yang dapat ditangani
se:c:ara langsung {Sam-pah Umum) dan Sampah yang yang harus

diproses sebelum ditangani lebih lanjut (Sampah Khusus).

Berdasarkan pada pasal 7 (Perda No.2 Tahun 2009 Tentang

Pengelolaan Kebersihan) Pengelolaan sampah meliputi ;

1. Pengurangan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan

4. Pemusnahan.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah
kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin cleh seorang Raja
yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng
Riaja dan Kerajaan Mallusetasi, Dimasa pemerintahan Belanda
dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan
Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder
Afdelling Barru,yang bernaung dibawah Afdeliing Pare-pare sebagai
kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang kontrol
Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas
kerajaan tersebut diberi status sebagai Pemerintahan Kerajaan
Sendii yang mempunyal hak otonom untuk menyelenggarakan
Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang

yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja
pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah
Swapraja ini merupakan 4 bekas Selfbestuur didalam Afdeling Pare-

Pare masing-masing:
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1. Bekas Selbesteuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang
menjadi kecamatan MalluseTasi dengan Ibu Kota
Palanro. Adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan
Lii dibawah kekuasan Kerajaan Ajattapareng oleh
Belanda sebagai Selfbestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan
Lili Nepo.,

2. Bekas seifbestuur Soppeng Riaja yang merupakan
penggabungan 4 Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan
Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagal Satu
Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili ﬁrmhﬁu.
Lili Ajakkang, dan lili Balusu.

3, Bekas Selfbestuur Barru yang sekarang menjadi
Kecamatan Barru dengan lbu Kotanya Sumpang
Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu
bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.

4, Bekas Selbestuur Tanete dengan pusat
Pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang
menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete

Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktumaka pada tanggal 24
Februari 1960 merupakan tongkak sejarah yang menandai awal
kelahiran Kabupaten Daerah TK.l Barru dengan lbukota Barru

berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1858 tentang
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pembentukan Daerah-Daerah Tk. Il di Sulawesi Selatan. Kabupaten

Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan.

Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan
UU MNo. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4
Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare
lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja
Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabypaten

Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru.

Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA
(Hijau,Bersih Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang
terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan
garis pantal sekitar 78 Km.Secara Geografis terletak diantara
Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 118'49"16" Bujur
Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km2 (117.472 Ha) dan berada
kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar |bukota Propinsi
Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat
kurang lebih 2,5 jam Kabupaten Barru secara Administratif terbagi
atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana pada

tabel dibawah yang mempunyai batas - batas wilayah :

« Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan

Kabupaten Sidrap
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*» Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan
Kabupaten Bone

» Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan

« Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru mempakhn salah satu Kabupaten di Sulawesi
Selatan yang mempunyai wilayah yang terbentang dipesisir selat
Makassar,membujur dari arah selatan ke utara sepanjang kurang
lebih 78 Km. Kabupaten Barmu secara geografis teretak pada
Koordinat 4'0,5°49" sampai 4'47'35" Lintang selatan dan 118°35'0°
sampai 119'49'16" Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah Kl

117472 km2 { 117.427 Ha ).

Secara Topografis Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang
cukup bervariasi terdiri dari daerah laut , dataran rendah dan daerah
pegunungan dengan ketinggian antara 100 m sampai 500 m diatas
permukaan laut. Wilayah tersebut berada disepanjang timur
Kabuapaten sedangkan bagian barat, toppgrafi wilayah dengan

ketinggian 0 — 20 m diatas permukaan laut berhadapan dengan selat

makassar.

lklim di wilayah kabupaten Barru termasuk tropis, dalam waktu
satu tahun terjadi 2 kali pergantian musim, yaitu musim hujan terjadi

pada pada bulan Oktober hingga Maret, angin bertiup dari arah
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barat, dan usim kemarau terjadi pada bulan April hingga September,

angin bertiup dari arah timur.

Berdasarkan tipe iklim dengan metode zone agrokiimatologi
yang berdasarkan pada bulan basah (curah hujan lebih dari 200
mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100
mm/bulan), di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah
(84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah
berturut — turut kurang dari 2 bulan ( April sampai dengan
September). Total hujan selama setahun sebanyak 113 hari dengan
jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan berdasarkan
hari hujan terbanyak pada pada bulan Desember — Januari dengan

jumiah curah hujan masing — masing 104 mm dan 17 mm.

Jenis tanah di Kabupaten Barru didominasi oleh jenis regosol
seluas 41.254 Ha ( 38,20) ; Meﬂiteran seluas 32.516 Ha (27,68 %) ;
Lisotol selauas 29.043 Ha (24,72%) ; Alluvial seluas 4.659 ha

(12,48 %).

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam yang ada,
kabupaten Barru mempunyai 4 wilayah, yaitu :

1. Wilayah pegunungan yang berada disebelah timur,

pada umumnya berada di kecamatan Pujananting

dan kecamatan Tanete Riaja. Wilayah ini




merupakan daerah pertanian, pertambangan dan
daerah kawasan peternakan.

2. Wilayah selatan adalah Kecamatan Tanete Rilau
yang merupakan pintu gerbang dari Kabupaten
Pangkep dengan Potensi Perikanan yang cukup
luas seperti tambak dan perikanan laut.

3. Wilayah tengah sebagai Ibu Kota Kabupaten éarru
yang merupakan Pusat Agropolitan yang terletak di
Kecamatan Barru.

4. Wilayah utara yang terdiri dari Kecamatan Balusu,
Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi yang
merupakan pintu keluar ke Kota Pare-pare, wilayah
ini disamping sebagai Daerah Pertanian dan
Perikanan, juga adalah Daerah Wisata khususnya
mﬁsata laut yang terletak di Kecamatan
Mallusetasi. Kondisi topografi Kabupaten Barru yang
cukup bervariasi ini terdiri dari laut,dataran rendah,
dan daerah pegunungan.

Letak Kabupaten Barru kurang lebih 100 Km,sebelah utara
Kota Makassar (lbukota Prop.Sulsel ) Berdasarkan jalur lintas antar
Daerah, kondisi Wilayah Kabupaten Barru merupakan lintas Daerah
yang dilewati jalur jalan negara sebagai jalur ekonomi yang

menghubungkan beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan,
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seperti jalur di Kabupaten Soppeng, Bone dan Sengkang melewati
Kecamatan Taneté Rilau dan Kecamatan Tanete Riaja. Sementara
dari lbuketa Propinsi sampai ke ujung Utara Sulawesi Selatan
melewati Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan
Balusu, Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi yang berbatasan

dengan Kota Pare-pare.

3.2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumiah
penduduk Kabupaten Barru sementara adalah 165.900 orang, yang
terdiri atas 79.616 laki-laki dan B86.284 perempuan. Dari hasil
SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk
Kabupaten Barru masih bertumpu di Kecamatan Barru yakni sebesar
23,00 persen, kemudian dilkui oleh Kecamatan Tanete Rilau
sebesar 19,76 persen, Kecamatan Mallusetasi sebesar 15,09 persen
dan kecamatan lainnya di bawah 13 persen.

Soppeng Riaja, Balusu dan Pujananting adalah 3 kecamatan
dengan urutan terbawah yang memiliki jumiah penduduk paling
sedikit yang masing-masing berjumlah 17,607 orang, 17.484 orang,
dan 12.776 orang. Sedangkan Kecamatan Barru dan Kecamatan
Tanete Rilau merupakan kecamatan-kecamatan yang paling banyak

penduduknya, yakni masing-masing sebanyak 38.314 orang dan

32.788 orang.
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Dengan luas wilayah Kabupaten Barru sekitar 1.174,72 kilo

meter persegi yang didiami oleh 165.900 orang maka rata-rata

tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Barru adalah sebanyak 141

orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat

kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanete Rilau yakni

sebanyak 414 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling

rendah adalah Kecamatan Pujananting yakni sebanyak 41 orang per

kilo meter persegi.

TABEL 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

PENDUDUK
T LAKI-LAKE 1 PEREMPUNAN ia— SEX RATIO
PEREMPUAN
1 ] 3 4 5

TANETE RIAJA 10,384 11,505 21,889 803
PUJANATING 6,264 6512 12,776 62
[ TANETE RILAU 15,644 7,144 32,764 81.3
"EARRU 18,519 19,785 33314 a3.6
SOPPENG RIAIA | B.508 5,029 17,607 %35
BALLISU 8,307 o187 17,454 804
MALLUSETASU 11,920 13,042 25,052 .9
| FAEUPATEN BARRU 75,616 86 284 165,500 @23

Sumber ;Badan Pusat Statistik kabupaten Barru,2010

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Barmu per tahun

selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar

0,55 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Barru adalah
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yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Barru
yakni sebesar 1,17 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan
Tanete Rilau yakni sebesar 0,33 persen. Kecamatan Tanete Rilau
walaupun menempati urutan kedua dari jumlah penduduk di
Kabupaten Barru namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah
paling rendah.

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil SP2010 adalah 39.294
rumah tangga. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang
mgnﬁmpat'r satu rumahtangga dari hasil SP2010 rata-rata sebanyak
4,22 orang. Rata-rata anggota rumahtangga di setiap kecamatan
berkisar antara 4.12 orang sampal dengan 4,59 orang.Semua
kecamatan yang berada di Kabupaten Barru memiliki rata-rata
anggota rumahtangga dibawah rata-rata kabupaten, kecuali
Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tanete Rilau. Kecamatan
Pujananting memiliki rata-rata anggeta rumahtangga sebanyak 4,59
orang dan Kecamatan Tanete Rilau memiliki rata-rata anggota
rumahtangga sebesar 4,30 orang.

3.3. Visi

Adapun visi dari Kabupaten Barru yaitu "Dengan semangal

kebersamaan yang bemafaskan keagamaan, kita wujudkan

Kabupaten Barru yang maju, sejahfera dan bermartabat.”




P

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten

Barru tahun 2005 — 2010 dengan penjelasan makna visi sebagai
berikut :

» Semangal kebersamaan bermakna bahwa upaya
membangun Kabupaten Barru perlu dilakukan dengan
menggalang semangat kebersamaan dan melibatkan
seluruh masyarakat Barru termasuk yang bermukim di
luar Kabupaten Barru. Kebersamaan mengandung
makna interkoneksitas dan mengajak semua pihak untuk
bersinergi mewujudkan cita-cita pembangunan.

- Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa
pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan
mengutamakan nilai-nilai luhur agama, khususnya agama
Islam.

« Maju, sejahtera bermakna bahwa pembangunan
Kabupaten Barru dilakukan untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat Kabupaten Barru yang lebih maju dan
sejahtera dengan meningkatkan akses informasi,
pemanfaatan teknologi maju, serta turut dalam pergaulan
nasional dan internasional. Bermartabat berarti bahwa
segala langkah yang dilakukan harus berpegang pada
nilai-nilai  lwhur  dan  budaya masyarakat unfuk

mewujudkan kehidupan yang madani.
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Acarat pamaninizh maiasukan yang @mroak, bead
tzhwa =psrat mencapal ksbemasiian can berusana
meizkukan yang terbak untuk menyskesaikan seiap
pakesaan atsu amanah yang dismbannya dan pansip
yvang dapat dipegang adaiah meiakukan yang terbaik
pada sefiap pekerjaan, dan bekerja han ini, hidup
ditentukan oleh har ini sshingga dengan prinsip
tersebut semua akan melakukan tugas dan tanggung
jawab yang terbaik wuniuk har ini, berusaha
menyelesaikan seluruh pekerjaan har ini, dan
melakukan pengabdian yang terbaik har ini. Dengan
demikian, aparat pemerintahan berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan
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masyarakat yang merasa terlayani akan mendukung

dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemitmen yang bulat dar seluruh masyarakat Barru menjadi
sumber semangat untuk bangkit menjadi masyarakat maju, sejahtera
dan bermartabat, berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan

pemanfaatan sumberdaya menjadi optimal.

Kedua visi aparat tersebut, baik mencari ridho Allah maupun
melakukan yang terbaik dapat menyatu dalam pepatah bugis
Resopa Temmangingingi namalomo naletei pammase dewata
artinya bekerja terus menerus tanpa pamrih akan mendapat ridho

Allah,

3.3. Misi

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi sebagai

berikut :

« Meningkatkan pengamalan Pancasila dan ajaran agama

secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.
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* Menciptakan lingkungan yang kendusif (aman, tertib dan
nyaman) yang mendorong investasi dan peningkatan
pendayagunaan sumberdaya pembangunan,

= Menciptakan interkoneksitas dengan wilayah lain dan
kemitraan yang sinergis/saling menguntungkan antar
pelaku ekonomi dan dunia usaha dengan prinsip
kesetaraan sebagai prerwuil.;dan demokratisasi ekonomi.

» Meningkatkan peran aparatur sebagai  pelayan
kepentingan masyarakat, motivator, dinamisator dan
aktivator untuk membangkitkan semangat dan peran serta

masyarakat sebagai aktor pembangunan.

3.4. Gambaran Umum Kota Barru

Wilayah Kota Barru Berada di Kecamatan Barru dimana hanya

beberapa kelurahan yang masuk di wilayah Kota Barru yaitu :
1. Kelurahan Sumpang Binangae seluas 180 Ha

9 Kelurahan Mangempang seluas 1.380 Ha

Wilayah Kota Barru teridiri dari beberapa bangunan
perkantoran seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor
Polisi, Bank dan bangunan perkantoran lainnya selain it
terdapat sekolah-sekolah, di Wilayah Kota Barmu Juga

terdapat pasar yaitu Pasar Mattirowalie yang merupakan
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Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Karena judul dari skripsi
ini adalah “Implementasi Kebijakan Tentang Kebersihan di
Kabupaten Barru" adapun perda yang yang dibahas penulis yaitu
Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan, Karena
itu penulis perlu melalukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup
karena pada saat di keluarkannya perda ini seksi kebersihan masih

berada di Dinas Lingkungan Hidup.
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru

Dinas lingkungan hidup dan penataan ruang mempunya tugas
pokok yaitu membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah
Kabupaten dalam lingkup pengelolaan lingkungan hidup  dan

penataan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan
Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten Barmu mempunya fungsi

sebzgai berikut

s Pemyusunan perencanaan dan program teknis dibidang
lingkungan hidup dan penstaan rueng.

b. Pemyusunzan kadijsiksanaan tekris dibicang lingkungan hidup
gan pensiaan nang

o Pertirsen den pergertarcan Erege lingiergan NoLe

fan perstssn nerg
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d.Penyusunan  program  pengembangan  pengelolaan

lingkungan hidup dan penataan ruang

e.Penyusunan pregram peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang

f. Penyusunan program pengembangan sumber daya alam
berwawasan lingkungan hidup

g. Penyusunan program pengawasan lingkungan hidup dan
penataan ruang

h. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas

I. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas

fungsional.
Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang terdin darni :

a. Sub bagian Tata Usaha

b. Seksi Analisa Dampak Lingkungan
c. Seksi Koservasi

d. Seksi Rehabifiasi Alam

e. Ksiompok Jabatan Fungsional
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BAGAN 3.1

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG

L KEPALA DINAS

KELJAB.FUNGSIONAL
BAGIAN TATA
USAHA
SUB BAGIAN SUR BAGIAN
PROGRAM UMUM
BIDANG ANALISIS PENCEGAHAN BIDAMG TATA RUANG BIDANG
DAMPAK LNGKUNGAN DAN PENGAWASAN KEBERSIHAN
PEMBAGUNAN LINGEUNGAN
SEKS| SARANA DAN
SEKS] ANALIS| DAMPAK LINGKUNGAN DAN SEES| PENATAAN PRASARANA
PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM PEMBANGUNAN KEBERSIHAN
SEKSI SEKS]
SISTEM PENGENDALIAN PENGAWASA DAN OPERASIONAL
PENCEMARAN,PEMULIHAN DAN PERIZINAN KEBERSIHAN
LABORATORIUM

uPDT
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3.5 Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari -
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub bagian Penyusunan Program
2. Sub bagian Keuangan
3. Sub bagian Umum
c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
1. Seksi Jalan:
2. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
3. Seksi Peralatan.
d. Bidang Pengairan terdiri dari :
1. Seksi Irigasi;
2. Seksi Sungai dan Pantai; dan
3. Seksi ﬁemelihaman_
. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1. Seksi Gedung dan Tata Ruang;
2 Seksi Perencanaan; dan
3. Seksi Pengawasan.
f. Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman terdiri dari :
1. Seksi Kebersihan;
9 Seksi Pertamanan dan Pemakaman, dan

3. Seksi Pemukiman




0. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

3.5.1 Tugas Pokok Seksi Kebersihan

Uraian tugas Seksi Kebersihan meliputi:

Merencanakan kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan
kegiﬂfﬂﬂ tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Kebersihan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
petunjuk dan ketentuan yang beriaku sehingga tercapai
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi
Kebersihan dengan memberikan arahan baik secara tertulis
rn;;u.:pun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang
tugasnya masing-masing;

Mermbimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan
melaksanakan tugas agar sesual dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku;

Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para

bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan guna

penyempumaan lebih lanjut;
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bR
enllal kineria para bawahan d lingkungan Seksi

Kebersihan berdasarkan ketentuan yang beriaku untuk

dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier:

9. Menghimpun dan mempelajari peraturan

perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan
petunjuk  teknis, serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Seksi Kebersihan sebagai pedoman
dan landasan kerja;

h. Mencari, mengumpulkan, rnenghimpun dan
mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Seksi Kebersihan;

i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang
Penyehatan Lingkungan Pemukiman tentang langkah atau
tindakan yang periu diambil dibidang tugasnya;

j. Melakukan koordinasi antar Seksi Kebersihan;

k. Menetapkan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS5
kebersihan di kabupaten mengacu pada kebijakan
nasionaldan provinsi,

I Menetapkan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara
pengelolaan kebersihan di wilayah kabupaten;

m. Menetapkan peraturan daeran berdasarkan NSPK yang

ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
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. Mel i izi
ayanl perizinan dan pengelolaan kebersihan skala

kabupaten;

 Meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama
dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan PS kebersihan kabupaten;

. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah
desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;

. Menyelenggarakan dan pembiayaan pembangunan PS
kebersihan di kabupaten;

Menyusun rencana induk pengembangan PS kebersihan
kabupaten;

. Mengawasi terhadap seluruh tahapan pengembangan
kebersihan di wilayah kabupaten;

Mengevaluasi  kinerja  penyelenggaraan di  wilayah
kabupaten;

. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Penyehatan Lingkungan Pemukiman dalam melaksanakan
tugas di lingkungan Seksi Kebersihan, dan

~ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penyehatan Lingkungan Pemukiman baik secara tertulis

maupun lisan spsyai dengan tugasnya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas bidang kebersihan.
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4.1 Implementasi Kebijakan

BAB Iv
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perda MNo.2 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Kebersihan dj Kota Barru, Kabupaten Barru

Membahas masalah kebersihan suatu lingkungan tentu tidak
lepas dari masalah sampah karena bersih tidaknya suatu lingkungan
dapat dilihat darl ada atau tidaknya sampah yang berserakan di
lingkungan tersebut. Permasalahan sampah menyimpan pertanyaan
tentang bagaimanakah strategi dan langkah-langkah
penyelesaiannya, karena setiap harinya masyarakat memproduksi
sampah, baik itu sampah yang dihasilkan dari rumah tangga,pasar
dan lain-lain. Sampah merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai
atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam
pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam
pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau

buangan.

Berpijak dari kondisi yang ada, untuk memecahkan masalah

sampah harus melinat pola penanganan yang ada Bt Ink. Daten
demikian pada ftitk mana darl mata rantai pembuangan sampah

ersebut dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga

sampah yang masuk
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yang benar-
F-benar tidak dapat diolah kembali, misalnya sampah B3

(beracun, berb
AU dan berbahaya) yang langsung masuk ke

pembakaran sampah (insenerator) yang ada di TPA.

Meskipun kondisi kebersihan dj Wilayah Kota Barru sudah

efektif dan sebagian masyarakat juga sudah sadar akan pentingnya

kebersihan akan tetapi Pemerintah daerah Kabupaten Barru tetap

Ingin berusaha untuk meningkatkan pelayanan kebersihan serta
penigkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu
pemerintah Kabupaten Barru mengelurakan perda No.2 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Kebersihan, setelah dikeluarkannya perda ini
diharapka semoga pelayanan kebersihan lebih baik, sistem
pengelolaan sampah lebih baik lagi dan yang lebih penting semoga
lebih banyak lagi masyarakat yang sadar akan pentingnya budaya

hidup bersih.

4.1.1 Pengelolaan Sampah

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan
gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumiah timbulan sampah,
jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya
beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil
teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang

pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi

ang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.
¥
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volume timbulan
sampah memeriukan pengelolaan, Pengelolaan

sampah yang ti
pah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan

sampah van i
yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan

dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat

mengganggu
kelestarian fungsi

lingkungan baik lingkungam pemukiman, hutan,
persawahan, sungai dan lautan,

Saat ini sampah telah banyak berubah, setengah abad yang

lalu masyarakat belum banyak mengenal plastik. Mereka lebih
banyak menggunakan berbagai Jenis bahan organik. Di masa

lampau, orang masih menggunakan tas belanja dan membungkus
daging dengan daun j-ati_ Sedangkan sekarang kita. berhadapan
dengan sampah-sampah jenis baru, khususnya berbagai jenis
plastik. Sifat plastik dan bahan organik sangat berbeda. Bahan
organis mengandung bahan-bahan alami yang bisa diuraikan oleh
. alam dengan berbagai cara, bahkan hasil penguraiannya berguna
untuk berbagai aspek kehidupan. Sampah plastik dibuat dari bahan
sintetis, umumnya menggunakan minyak bumi sebagai bahan dasar,
ditambah bahan-bahan tambahan yang umumnya merupakan logam
timbal, nikel) atau hahan beracun lainnya. Racun

berat (kadnium,

dari plastik ini terlepas pada saat terurai atau terbakar.

Penguraian plastik akan melepaskan berbagai jenis logam

berat dan bahan kimia [ain yang dikandungnya. Bahan kimia ini
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terarut dalam aj

aIr atau terikat g tanah, dan kemudian masuk k
tubuh kita melalyi )
alll makanan dan minuman. Sedangkan pembakaran

|lastik '
p menghasilkan salah saty bahan paling berbahaya di duni
i dunia
aitu Dioksi ioksi |
¥ ioksin. Dioksin adalah salah satu dari sedikit bahan kimia
an — .
yang telah diteliti secara intensif dan telah dipastikan menimbulkan

Kanker. Bahaya dioksin sering disejajarkan dengan DDT, yang
sekarang telah dilarang di seluruh dunia, Selain dioksin, abu hasil

pembakaran juga berisi berbagai logam berat yang terkandung di
dalam plastik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah
adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan
yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah, Berdasarkan sifat fisik dan
kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang
mudah membusuk terdin atas sampah organik seperti sisa sayuran,
sisa daging, daun dan lain-lain, 2) sampah yang tidak mudah
membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan
dan lain-ain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4)

bangunan

sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah

berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kKimia

dan agen penyakit yang berbahaya




Masalah pengelolaan sampah g

Wilayah Kota Barru
merupakan tanggung

lawa |
lawab  bersamg antara masyarakat dan

pemeriniah daeran yaitu Dinas Pekerjaan Umum, dalam hal ini seksi

kebersihan. Telah dilakukan Upaya komprehensif menangani

sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktifitas manusia,

Pengeiotaan sampah sangat sulit dan kompleks karena berbagai

tantangan yang harus dihadapi, khusunya jenis sampah yang

meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan mengalami
diversifikasi yang cepat. Persyaratan dan standar lingkungan juga
meningkat hal ini juga senada dengan pernyataan Bapak Mashud,
Menurut Mashud selaku Staf khusus Penyehatan Lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum (PU) :

"Sgkarang persyaratan untuk mendapatkan Piala Adipura
telah berubah yaitu lingkungan haruslah bersih dan
rindang,jika hanya bersih tapi tidak rindang maka tidsk bias
mendapatka Fiala Adipura”.

(3 februari 2011 pukul 1 3.00 WITA)

Oleh karena itu pengelolaan sampah sangat anorganik sukar.

isedi intah
padahal dana yang dimiliki dan dapat disediakan oleh pemen

ihasi i kegiatan
daerah terbatas. material campah yg dihasilkan da g

i dampaknya
ja. dan biasanya dikelola yntuk  mengurangl dampakny
manusia,

lingkungan atau keindahan. Pengelolaan

terhadap kesehatan,
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Pengelolaan sampah biga melibatkan zat pag
adat,

; cair,
radioaktif dengan metoda dan keahli sl

an _
jenis zat. Khusus untuk masing masing

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah
sebagai sumberdaya. Dar sudut pandang kesehatan lingkungan,
pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak
menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah
tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu
penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari
udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai

estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya

Dalam pengelolaan sampah masyarakat Barru mempunyai
kewajiban “untuk berpartisipasi,adapun kegiatan yang dilakukan

masyarakat di wilayah kota Barru dalam melaksanakan pengelolaan
sampah meliputi :

a. Pemeliharaan kebersihan  di lingkungan masing-

i ibadi -royon
masing, baik secara pribadi maupun gotong-Toy g

b. Pemilahan sampah menurut jenisnya

sumber sampah ke tempat

¢. Pengangkutan dari

sampah sementara atau tempat

pembuangan

B2




Pembuangan sampah  akhir bajk

S&cara perorangan
maupun kelompok

. Penanganan sampah khusus waijib ditakukan sendiri oleh

penimbun sampah untuk menghilangkan kekhususannya

sehingga menjadi sampah umum,

. Penyediaan tempat sampah  di dalam lokasi secara

tertutup degan jumiah menurut kebutuhan,
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Gambar 4 4

Skema Pengelolaan sampah di Kota Barry
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Menurut Pergg

Kebersihan
| atas dua yaitu
kering {anorganik), Sampah

ad
alah sampah ¥ang terdiri dari bahan yang berasal
dari makhluk hidup, sepert|

basah (organik)

daun-daunan, sampah dapur, dil,

Sampah jenis ini dapat terdegradas;i {memmEmeﬁnmn secara

alami, sedangkan sampah kering (anorganik) adalah sampah yang

susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar
atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk seperti kertas,
plastik, kaleng, dan lainlain. Sampah jenis ini fidak dapat

terdegradasi secara alami.

=elain itu, terdapat jenis sampah atau limbah dari alat-alat
pemeliharaan kesehatan. Beberapa diantaranya sangat mahal biaya
penanganannya karena berupa bahan kimia berbahaya, seperti obat-

obatan, yang dihasilkan oleh fasilitas-fasiiitas kesehatan. Namun

demikian tidak semua sampah medis berpotensi menular dan

berbahaya. Sejumlah sampah yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas

medis hampir serupa dengan sampah domestik atau sampah kota

: : ——
pada umumnya. Sementara sampah hasil proses industn biasany

riasinya seperti sampah domestik ata
yang berbahaya secara

u medis,
tidak terlalu banyak va

h
tetapi kebanyakan merupakan sampa

kimia.



e !

Perda
No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelg|
aan

pasal 7 menjelaskan Kebersihan pada

tentan
9 proses Pengelolaan sampah yang

a. Pengurangan

Proses pengelolaan sampah :

Kbt S yaitu-penguraﬂp ¥ang pertama dilakukan di

dan sampah. Pengurangan sampah
pada sumbernya dapat mengurangi beban sampah yang masuk
dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengurangan sampah
sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan. Pemilahan ini
dilakukan dengan cara pemilahan dari sumber dihasilkannya sampah
yang terdiri dari sampah organik dan anorgarnik. mengolah sampah
organik menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah serta
dikumpul menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur-

ulang. Pemberdayaan TPS perlu ditingkatkan dengan pembuatan

instalasi pengelolaan sampah organik (IPSO) untuk mendampingi

pengelolaan di tiap rumah tangga. Mashud menjelaskan bahwa :

“Dj Kabupaten Barru penguranga
pemilahan yaitu Me :

kering. sampan basah diolah _ .
Remfdian sfmpah plastik diofah yaitu dengan ::am i

' dian
hancurkan lalu dipadatkan kemu
(12 januari 2011 pukul 15.00 WITA)

berlangsungd di TPA untuk

Beberapa usaha yand telah

h. seperti telah dilakukan pemilahan oleh

mengurangi volume sampa
e yang dapat

k sampah
para pekerja sampah atau pemulung untu
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didaur ulang, Pemilihan sa
Mpah yang magip
memili

- ‘ l. | ng "Emi'llhi

timbulan sampah yang harys dikumpulkan dan diangkut ke TPS

sehingga bebannya menjadi berkurang.

Berkaitan dengan 'sampah  berbahaya (B3) dibutuhkan

penanganan khusus. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal
yang paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan
berbahaya dari sampah yang umum. Sampah yang secara potensial
menularkan penyakit memerlukan penanganan dan pembuangan,
dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi
sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah
secara teknis, tidak rumit, dan rendah pencemarannya Dbila

dibandingkan dengan insenator (pembakaran sampah).
b. Pengumpulan

ampah yang kedua yaitu pengumpulan
yang baik berdampak

Proses pengelolaan s

sampah. Strategi pengumpulan sampah
i layan
terhadap lingkungan. Apabila masyarakat tidak mendapatkan peiay

a masyarakat akan cenderung unfuk

e - ka sendir
ode mere :
memperlakukan sampah dengan cara dan met

' kondisi
n sampah sebaiknya mempertimbangkan

usaha pengumpula i ialan menjadi faktor
: k dan kondist J3

inggal, Tata leta :
P e 02 sampah paerah pemukiman yang
. _

a
penting dalam usaha pengumpul
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I

padat dan jalan yang sangat SEMPpHt, pengumpulan
I sampah dj
dengan menempatkan pah dilakukan

berpatisipasi untuk membawa sampahnya ke TPS Jika partisipasi
' i

rendah, maka dilakukan pengumpuian sampah secara door fo door

Untuk Pemukiman padat dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan

bermotor dilakukan pengumpulan sampah dengan menggunakan
gerobak. Masyarakat hanya berpartisipasi untuk membuang
sampahnya, jika gerobak berhenti di depan rumahnya. Sedangkan
untuk pemukiman mewah pengumpulan dilakukan dengan  truk
konvensional dan sampah langsung dibawa ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA).

Pengumpulan sampah adalah aktifitas penanganan sampah

yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual atau

dari wadah komunal (bersama) melainkan mengangkutnya ke tempat

itu
terminal tertentu. Ada beberapa pola pengumpulan sampah yal

kegiatan
a. Pola p&ngumpulan individual langsung, merupakan keg

ampah dari rumnah-ruman sumber sampah dan di

pat pembuangan akhir

bilan s |
L tanpa melalul

angkut langsung ke tem

kegiatan pemindahan.
al tidak langsungd, merupakan

fndividu
b. Pola pengumpuian individ N
kegiatan pengambilan sampah dan



sampah di
p ibawah ke lokasi Pemindahan Limtul
Uk kemudian di

angkut ke tempat pembuangan akhjr

engambi '
pengambilan sampah  dari masing-masing titik komunal dan di

angkut kelokasi pembuagan akhir,

d. Pola pengumpul i
gumpulan komunal tidak langsung, merupakan
kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing fitik
pewadaha komunal ke lokasi pemindahan untuk di angkut

selanjutnya ke tempat pembungan akhir.

Pengumpulan sampah di Kabupaten Baru khususnya di
wilayah Kota Barru dilakukan dengan cara mengumpulka darl
sumber-sumbernya, seperti dar masyarakat (rumah tangga) dan

tempat-tempat umum yang dikumpulkan di TPS yang telah

disediakan. Selanjutnya diangkut dengan truk ke TPA.

Pengumpulan sampah secard individual biasanya disediakan di

tingkat rumah dengan menyediakan 2 unit penampungan sampah

terdiri dari sampah organik dan anorganik selian it ada yang

dinamakan pengumpulan sampah secara omunal (kontainer atau
i jeni ik organik

TPS) khusus untuk menampung berbagal jenis sampah baik org

k sampah plastik, gelas, kertas,

maupun anorganik seperti untu
4 baterai, lampu neon, dil)

bat
pakaian/tekstil, logam, sampah B3 {
dan lain-lain.

69



-

Dari hasil wawancars Yang diause
n

oleh ;
salah satu mas penulis d
yarakat yang bertempat . engan
yah Kota Baru

yaitu Mursyid yang mengatakan bahwa ;

perlu  adanya penambahan bak sampah at
au  bak

sampahn ]
pannya diperbesar kareng sering terihat sampah

berserakan di samping bak sampah akibaf bak sampah yang

terlalu kecil sehingga sampah yang di buang tidak muat di
bak sampah.”

(8 januari 2011 pukul 11.45 WITA)

Mashud juga Mengatakan bahwa

"Sebagian masyarakat sudah fau Pentingnya kebersihan
akan tetapi tetap ada keluhan dar masyarakat mengenal
sarana dan prasaran dalam ha ini TPS hal ini di sebabkan
tidak seimbangnya produksi sampah dengan tempat
sampah yang df sediakan, kami berusaha mengatasi
keluhan tersebut dengan memberikan penjelasan kepada
masyarakal bahwa kurangnya tempal _sampah yang
disediakan akibal kurangnya dana yang ;i:seq:akan urituk
isan TPS dan meminta partisipass dari masyarakat

en L _
ﬂntmenfedfakan TPS sendin yang terbuat darn kantong

plastik atau karung .
(12 januari 2011 pukul 15.00 WITA)

Disini dapat dilihat bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas PU

perdu memperhatikan penyediaan TPS karena penduduk makin

yang dihasilkan pertambah juga jadi memang

bertambah,sampah

n TPS. akan tatapi periu jugd adanya

perlu adanya penambaha
ntuk membuat tempat pembugngan

kesadaran dari masyarakat U



-

sementara sendiri tidak periy
¥ang berbentug pq
K yang terbuta dari

semen karena memakan banyak biaya bisg B
Pa

depan rumah yang kemudian akan diambil tipa hari oleh petugas
sampah.

¢. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke
tempat pembungan akhir merupakan tanggung jawab dari instansi
pengelola kebersihan yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam hal
ini seksi kebersihan. Sampah yang telah terkumpul di tempat
pembuangan sementara akan di angkut oleh mobil pengangkut
sampah,sedangkan gerobak dan motor yang mempunyai bak

n:
mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Mashud Mengataka

*Sistern Pengangkutan sampah yang dilakukan yaitu dan

gangkutan sampah darn fempat
yang di sediakan dan

rumah ke rumah yaitu pen

pembuangan sampah gementara

ghut ketempat pembuangan akhir dan itu di

kemudian di an

lakukan seliap hari.”

1T,
(12 januari 2011 pukul 15.00 WITA)
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Sementara menurut Nuraenj Menyatakan bahwg
a [

“Perly * ada '

nya  peningkatan Pelayanan

Pengangkutan
hari sampah gj depan rumah

ambi '
bil, mungkin peru penambahan tenaga

sampah karena sudah dyg

saya belum di
kerja",

( 12 januari 2011 pukul 09.00 WITA)

Dari sini dapat dilihat bahwa belum maksimalnya pelayanan
kebersihan dalam hal pengangkutan sampah yang diberikan oleh
Dinas PU dalam hal ini Seksi Kebersihan, selain itu Dinas PU  periu
melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi mengenal cara kerja
para pekerja sampah. Salah satu faktor yang yang terkait dengan
pengangkutan sampah adalah jumiah kendaraan pengangkut
sampah yang dimiliki oleh Dinas PU. Dapat dilihat pada Tabel di

bawah ini jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh

Dinas PU.

Jenis kendaraan
Dum truck
Truck kontainer

Motor bak |

——’44!"______’,_.— 11
jumilah

] [ e

F_//Jﬁgbupﬂfﬂ" Barm 2011

Sumber : Dinas Pakerjaan Um
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Berdasarkan tab
& di atas jumiah kendaraan
pengangkut

PR P s
pah yang dimiliki Dinas PU sangat sedikit
- Mengingat

sampah yang ada di wil jumiah
ayah Kptg Barry
sangat banyak,

menyebabk ' o
y an Kurang maksimalnya pelayanan  pengangk
gangkutan

sampah yang dilakukan Dinas PU dalam ha in; Seks kebersih
nan.

Alat pengangkutan sa

- 2

| pah sebaiknya dilengkapi penutup
sampah biasanya berupa jaring, tinggi bak pengangkut sampah
sebaiknya maksimum 1,6 meter,selain itu kapasitasnya harus sesuai
dengan kelas jalan yang dilalui dan kendaraan pengangkut sampah

sebaiknya di lengkapi dengan pengaman air sampah.

d. Pemusnahan

Pemusnahan sampah di Kabupaten Barru hanya dilakukan

dengan pembakaran langsung (inseneras(] dan penimbunan

(landfill). Sampah di dalam gundukan akan mengalami poses

fermentasi anaerobik menghasilkan gas metan (methane). Gas

metan ini kemudian mengapung ke udara dan memberikan

lebih buruk dibandingkan
global. celain itu, adanya

pengaruh 20 kali emisi gas CO2 dan

berdampak besar terhadap pemanasan
gkap di dalam gundu

o atau peledskan S3&

kan sampah akan

gas metan yang terperan
terkena

berakibat terjadinyd kabaka
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sambaran petir. \
et Mungkinkah ini kejacian yang d
sebuah TPA longsor. 9 dapat menyebabian

Dinas PU dalam hal ini Seksi Ka
bersihan di Kaby
paten Barru masih

sederhana, menurut Mashud :
Di TPA kami hanya melakukan pembakaran sampah
untuk memusnahkan sampah itupun hanrar. sebagian
sampah yang dapat terbakar. Untuk sampah yang tidak
dapat hancur waktu dibakar kami hanya melaukan
penimbunan di TPA ".

(3 februari 2011 pukul 13.00 WITA)

Pada prinsipnya permusnahan sebatknya dilakukan dengan
konsep mutakhir 4R (reduce, recycle, reuse and recovery) dapat
s serta fungsi pengelolaan yang tidak

elolaan, tetapi juga perclehan

memberikan manfaat lua
hanya menghabiskan anggaran peng

pendapatan bagi pengelola.

sebagai berikut

a. Penumpukan. mbusuk

Amun dibiarkan me

ung. N
dimusnahkan gecara langsungd
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mE -a i

berjnagkitnya pen
?ﬂklt menular me
+ enyebabkan pencemaran

terutam
a bau, kotoran dan sumber penyakit dana bad
an-

badan air.

b. Pengkomposan. Cara pengkomposan merupakan cara
sederhana dan dapat menghasilkan pupuk yang mempunyai
nilai ekonomi. Pengomposan adalah proses bilogis yang
terjadi pada pembusukan sampah karena adanya kegiatan
jasad renik dengan menghasitkan produk kompos yang
aman. Kompos adalah bentuk akhir dari bahan-bahan
organic setelah mengalami proses dekomposisi  dan
berfungsi sebagai penyubur tanah

c. Pembakaran. Metode ini dapat dilakuakn hanya untuk
sampah yang dapat dibakar habis. Harus diusahakan jauh

dari pemukiman untuk menhindari pencemar asap, bau

dan kebakaran.

d. Sanifary Landfill. Metode ini
tetapi cekungan

hampir sama dengan

yang talah penuh terisi

pemupukan,
ini memeriukan areal

pamuncara

khusus yang sangat luas.

- pem ysnahan sampah tidak hanya
a

mbunnya. Bank?

Perlu diketahul S it

n timbunan samp

mengumpulkan dan men
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ini telah menj
' Njadi masalah bar, selain j, dapat
at kita
mendaur ulang sampah menjad barang P Juga dapat
Pakai.

Daur
ulang adalah salah saty strategi pengelolaa
n sampah

padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpul
pulan

pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/| | bek
. material bekas
pakai. Material yang dapat didaur ulang:

1. Botol Bekas wadah kecap, saos, sirup, creamer dil baik yang
putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau
kaca yang tebal.

9 Kertas, terutama kertas bekas di kantor, koran, majalah,

kardus kecualai kertas yang berlapis minyak.

3 Aluminium bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan

kue dil.

4. Besi bekas rangka meja, besi rangka beton di

5. Plastik bekas wadah shampoo. air mingral, jengen dan

ember.

412 Sosialisasi tentang Kebersinan

rah Kabupaten Barru telah mengeluarka Perda

g Pengelolaan Kebe
jebin baik dari sebe!

Pemerintah dae :
rginan agar sistem

MNo. 2008 Tentan
0.2 Tahun Lrmnya, NAmun

persihan menjadi

pengelolaan ke
p bila F'E“_'E'int

hal ini belumiah cuku
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mengajarhan kepada masyarakat bagaimang
Eeham”'.ﬁ"ﬂ sam
pah

di kelola, alau setidaknya pemerintah harys bery N
Paya mensosialisas;
sasi

akan perlunya perubahan paradigma tentang m
| engelola sampah
bahwa sampah itu bukan masalah tapi sebugh anugerah |
eran dan berkah

dari sang pencipta yang harus diberdayakan,

Agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlang
| sung
terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu formal dan

informasi.

1. Formal sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk
oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus
dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan
yang harus dipelajari oleh masyarakat.

2. |nformal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari

yang bersifat kekeluargaan.

=

Ada dua jenis sosialisasi yaitu

gosialisasi pertama (dini) yangd

ngkungan keluarganya.

« Sosialisasi Primer Yakni

diterima oleh sgseorang dari lin

der Merupakan kelanjutan dari sosialisasl

. Sosialisasi Sekun

primer.

Masalah kebersina

pemerintah saja melainkan



L —

kebersihan baik kebersihan

lingkungan tempat tinggal. pj

Kota Barru i
pemerintah telgh berupaya Mensosialisasikan pentingnya

i dan tata cara pengelofaan S8mpah yang baik. Sosialisasi
I

ini dilakukan oleh kantor Lingkungan Hidup yang bekerjasa
ma

dengan aparat Kecamatan,aparat Kelurahan serta aparat Desa

Ir.H.Aminullah Arsyad yaitu selaku Kepala Kantor Lingkungan

hidup mengatakan bahwa -

“Sosialisasi perda No.2 tahun 2009 tentang pengelolaan
kebesihan sudah dilakukan dan sosialisasi tersebul
dilakukan di tiap Kelurahan dan Desa di tujuh Kecamatan

yang ada di kabupaten Barmu yang dilakukan pada fahun

2010",
(10 januari 2011 pukul 11.00 WITA]

Bentuk sosialisasi yang di berikan yaitu berupa penyuluhan

tata cara mengelolah sampah.pada

tentang kebersihan dan
bagaimana cara menjaga

sosialisasi ini masyarakat diajarkan
tidak membuang sampah

kebersihan lingkungan dengan cara

gberapa masyarakat membuang sampah

sembarangan karena ada b h
sediakan tiga jenis tempat sampa

di selokan depan rumah, selaif di

7B



Untuk daerah Perumahan Masyarakat disediakan bak
ampah besar,

Sosialisasi inj tentunya #
ya tidak berjalan 4
engan sia-sja kareng

dari masyarakat seperti yang dikatakan Kepala Kantor Lingkung
n
hidup :

"Kami mensosialisasikan perda No.2 tahu

psnge{maan kebesifian melalui penyuluhan gaiﬂfasﬁﬂr;}ﬁ
menenma dengan baik dalam artian masyarakal mulai
mengeni bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan
Semoga masyarakat juga sadar pentingnya kebersihan.”

(10 januari 2011 pukul 11.00 WITA).

Dari hasi pengamatan penulis selain melakukan penyuluhan

juga dilakukan pemasangan spanduk/poster di pinggir jalan.dapat

dilihat bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengajak

masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungan.

4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Hn_hijaha:;. P:;d;:
No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan i

Barru, Kabupaten Barru
kebijakan tentu dipengaruhi olkeh

Dalam implementasi suatu
009 Tentang

pun dengan Perda No.2 Tafun 2
mmgimplemantasihan perda
kendala dan kendala

berbagai faktor, begitu e
1

Pengelolaan Kebersihan.dalam

i suatu
pastilah para implementor mengalami st

panghambat dan adapun

ktor
tersebut biasa juga disebut dengan @



e ——

yang mendukung lancarnya pergs

" df implementagiyar 1
disebut faktor penghambat sikan biasa jugs

4.2.1 Sumberdaya

Sum
ber daya merupakan Salah saty fakior penting dal
am

proses Implementasi. suatu Program atau pyn kebijakan, dj
+ BiMana

tanpa HF!EIHEI’H dukungan dari sumberdaya yang memaa; baik ity

berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahllian implementor
program,

Dalam implementasi suaty program tentu saja diperukan
pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik.
Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program, maka
kebijakan apapun tidak dapat berjalan dan hanya akan ftinggal
sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu

ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam

mendorong keberhasilan kebijakan sangat diperlukan. Sumberdaya

dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni  kompotensi

- rana
implementator dan sumberdaya finansial berupa dana dan sa

prasarana. _
Mashud yang menjabat

Berdasarkan hasil wawancara dengan _
Dinas Pekerjaan

kungan
sebagai Staf khusus Penyehatan LInd

Umum (PU) mengatakan bahwa
banyak keluhan

ampah yang @

dari masyarakat mengenat
. rmya
sebenamy i

kurangnya tempat s

BD



(12 januari 2011 Pada puky/ 15 00 Wita
d )

Hasil wawan i ‘
Cara di atas sejalan dengan Penda
Pat dari jusn
tang Mengatakan bahyyg -

‘sarana da
N prasarang kebersihan Yang disediakan p
an belum

seorang ibu rumah tangga

memadai karena tempat sampahnya masik kurang”

(12 januari 2011 pada pukul 12.30)

Dari sini dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yaitu

berupa tempat sampah merupakan salah satu fakior penghambat
yang di alami oleh Dinas PU dalam hal ini Seksi Kebersihan dalam
pengelolaan sampah di wilayah Kota Barmu, untuk itu sebalknya
Dinas PU perlu mempe:hat'rka-n hal tersebut yaitt dengan cara
menambah tempat sampah/tempat pembuangan sementara.akan
tetapi seperti yang telah di bahas sebelumnya Dinas PU juga
terkendala dana untuk penyediaan tempat sampah, menuns bapK

Mashud :

“Masalah kurangnya dana penyediaan fasilitas
sullkkan dalam RAFBLD".

kebarsihan

kami setiap tahunnya mengu
(12 januari 2011 pukul 15.00 WITA).

pekerja kebersihan,
sedikit

dala kurangnny2
dangkan tenaga Ko

jun sampahnya tidak

Selain itu Dinas PU terken

sampah yang ada terlalu panyak 3
en

sehingga banyak masyarakat yang m ge

terangkut tiap hari.
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Table 4.9

Jumlah T'E:I'Iaga K'EI']E

" "~ Pekeraan
Jumlah orang
T | Pembersin ama———— |
4
2 | Penyapu jalan E
3 | Sopir/pengemudi truk .
4 PETIEJH “QkUtI"H-Ekm'ja Eal'ﬂpah 5
5 | Pekerja pengomposan 3
6 | Pengawas ;
7 | Pengemudi motor bak 4
8 | Pembersih saluran air 11
4
9 | Pemotong rumput
1
10 | Operator
]
70
Jumiah
11
e Kabupaten Bamy 20
Sumber. Dinas Pekenjaan Umum K
o hari makin pertambah,

maki
Melihat keadaan sampah yang

: g dit
sebaiknya jumlah tenadad kerja jugd

menunjukkan jumiah pengand

utipekera S2TP°

ambah, table diatas

hm-diddaﬁiﬁ



bahwa :
*Khusus wilayah Kot ;
yah Kota Barry jumjap Sampah yang dihasitkan
+70 kubik setiap hari".
(25 Mei 2011 Pukul 15.15 WITA)

Penambahan jumiah tenaga kerja Juga diharapkan agar
pelayanan kebersihan yang di berikan samakin meningkat. Akan
tetapi Dinas PU juga Perlu Memperhatikan kesejahteraan Para
Tenaga Kerja dengan cara memberikan upah yang sesuai dengan

kerja keras mereka.

B3



Daftar Gaji Tenaga Kerja Kebersihan Kah
Upaten Bamy
No - P —
aji Rp
1 | Pembersih taman —————__ |
25.000hari
2 | Penyapu jal
Nyapu jalan 25.000/ari
3 | Sopi i
opir/pengemudi truk 750.000/bulan

4 | Pengangkut/pekerja sampah 25.000Mari

5 | Pekerja pengomposan 25.000Mari
6 | Pengawas 1.000.000/bulan
7 | Pengemudi motor bak 25.000/hari
8 | Pembersih saluran air 25.000/hari
hari
9 | Pemotong rumput 25.000/
750.000/ulan

10 | Operator

armu 2011

' j Kabupalten B
Sumber: Dinas Pekerjaan Limum P
yang diterima

pa besar gﬂji

Pada tebel di atas dapat dilihat bera o
paten Barm menu

xebersihan di Kabu

oleh para tenaga kerja R
Syamsuddin sebagai sopir truk Pen

bah‘uua A

B




I:I'SE'}"E bﬁmamp .

untuk kebutuhan anay dan istri
aya"
(25 mei 2011 Pukul 12 gg WiTa)

ari penya '
Dar penyataan diatas dap dengan melihat tapey 4.3 dapat
-3 Qapat dj

ketahui gaji yang diterima oleh para te
N3ga kerja magih ta
rgolong

sidikit, maka dari itu pemerintah Kabupaten g
My Perly

memperhatikan kesejahteraan para tenaga kerja kebersihan den
gan
menaikkan gajilupah mereka, karena besrg Kecilnya gajilupah yang

diterima juga berpengaruh terhadap kinerja mereka.
42.2 Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sas;aran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

; ikian periu
Kejelasan ukuran dan ftujuan kebijakan dengan demikian pe

Konsistensi
dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana

ta juan riu
alau  keseragaman dari ukuran dasar dan fu) pe
i at
: tahui secara tep
dikomunikasikan sehingga implementor menge

ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

kehbijakan tickak jelas atal

ila tuj asaran suald
Apabila tujuan dan s o sasan, ™ ”~

. sleh kelom
bahkan tidak diketahui sama sekal ole

n. Agar
nsi dari kelompok sasare

kemungkinan akan terjadi resist®
a5



\

implementasi berjalan efeaktif

nya implementasi kebijakan harus

diterima oleh semuya Personel dan harys mengerti secara jelas dan

akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan,

Masalah komunikasj ini terkait dengan sosialisaj yang dilakukan
oleh Kantor Lingkungan Hidup dan kemudian setelah seksi
kebersihan di pindahkan ke Dinas PU maka sosialisasi mengenai
Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan di lakukan

oleh Dinas PU.

Sebelumnya juga telah di bahas bagaimana sosialisasi

mengenai pengelolaan kebersihan dilakukan.setelah sosialisasi ini

dilakukan sebagian masyarakat nampaknya mulai mengert

bagaimana mengelolah sampah.berdasarkan pengamatan penulis
masyarakat juga mulai tidak membuang sampah sembarangan dan

fintah daerah juga cukup kreafif mengajak masyarakat hidup
peme

bersih yaitu dengan mengadakan lomba  kebersihan tingkat
ers

kecamatan/kelurahan/desa.
adanya sosialisasi ini meringankan sedikit pekerjaan

Dengan

. kebersihan.mereka sudah jarang menemukan sampah

para peker)a

rakan di ping
sampah berse . pendukung dari  implementasi
merupakan

gir jalan dan faktor komunikasi ini

(sosialisasi)



kebijakan Perda No.2 Tahun 2009 TEntang Fe
Ngelolaa
di Kota Barru, Kabupaten Barry.

n KEhEI'Eihan
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BAB y

KESIMPULAN pay SAR
51 Kesimpulan AN

Berdasarkan dari Uraian hgg; penelit
an

sebelumnya,maka penylis dapat
penelitian ini.adapun kesimpulan

dari penelitian |
N ini adajgh :
berikut : - 4N sebagai

Kebersihan di Kota Barmy, Kabupaten Bamy, Pengelolaan
kebersihan yang dimaksud berupa :

a. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah ini  meliputi pengurangan,

pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan.

1. Pengurangan sampah

Proses pengurangan sampah ini dilakukan dengan

cara pemilahan,yaitu memilih kemball sampah mana

h yan
yang dapat di daur ulang, agar volume sampah yang

akan di buag sedikit.

2 Pengumpulan sampah
engump akukan yaitu dengan

di
lan sampah yand
Pengumpu h Kabupaten

merinta
cara door to door Karénd i

=



a. Sumber daya bery

i ; dnusj .
kerja yang masing kurang, — 3 yaity tenags
aya

ﬁﬂansial

penghambat.

b. Komunikasi berupa sosoalisag; tentang kebersing
- Yyang

diberikan  kepada Masyarakat, dengan  diadaka
nnya

sosialisasi ini masyarakta di wilayah Kota Barmu mulal sagar

akan pentingnya kebersihan dan ini merrupakan fakior

pendukung.
3.2, Saran
1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam
hal ini Dinas PU agar lebih meningkatkan pelayanan kebersihan
kepada masyarakat di Wilayah Kota Barru yaitu dengan

menambah sarana dan prasarana kebersihan seperti tempat

sampah dan kendaraan pengangkutan sampah.selain itu peri
' ihan karena
diakannya pengawasan kepada para pekerja kebers|

jarang di
masih banyak masyarakat yang mengelun sampahnya |

o kan supaya
i i lakukan
2. Sosialisasi tentang kebersihan lebih sering di
n Bamu semakin 53

semua masyarakat di Kabupate
an.karend kebersina

n ity sebagain dari iman.

pentingnya kebersih
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Mﬂhimbang

Mengingat -

NOMOR 2 TAHUN 2000

- TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN yANG MAHA ESA

a.

BUPATI BARRU,

i:rahulm dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menjemin dan
rnemngka_tkan-pc!a:,ranan kebersihan di wilayah Kabupaten Barry
seria peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, perly
diatur ketentuan tentang Pengelolaan Kebersihan -

bahwa untu?: meningkatkan budaya hidup bersih, sehat, indah da.un
nyaman, sejalan dengan perkembangan Kabupaten Barru, perlu
diatur dengan Peraturan Daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu
membentuk  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bamu  ten tang
Pengelolaan Kebersihan;

Undang-Undang Nomer 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, .qu‘:haha.n_'l_.mhm Negara .Rgpub]il:
Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indﬁ!msia Tahun
1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3699);

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang P:mbenmkgn
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4385);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Megara

Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang P

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{;ﬂmmm MNegara Republik Inde==cja Tahun 2004 Nomor 126,

£~ ™

|



. o =YV eniang  Jalan
o iNegara Republik Indonesia Tahyg 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),

B. Undang-Uru:Inng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

9. Und&ng-l!ndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sempah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaray Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tehun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1909 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Ul Peraturan  Pemerintal Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385); '

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Barmu Nomor (3 Tahun 2008
tentang  Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Barny (Lembaran Daerah Kabupaten Barry
Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARF.:U

MEMUTUSIAN :

Rt KEBERSIRAN

BARI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Defenisi

IPazal 1

-ﬂ ]

| Daerah adalah Kabupaten Barru,



; 2. Pemerintah Daerah dg)
ah  Bupaj
Penyelengpara Pemerintahan Dae]:r’:r!:. beserta. Perangay Daerah sebagai Unsur

3. gupﬂt"l adalah Bupati Barry
ewan Perwakilan R at D : :
5 ;cr!h:ak‘l;an S D::th Kﬂﬂbﬁiﬂyﬂaﬂﬂi rr,-];flamutn:.ra disebut DPRD), adalah Dewan
: : :r rsihan adalgh _i:t-a-;l:l.ﬂ.n bersih yeng sesya; tata lingkung
#pan untuk menjadikan szbuah ¢ L S
mewujudkan kegeimb
CMEAN  serasi  seh i -
B B, al:lgga memberikan Kenyamanan bagi  wargn® maypun
6.  Pengelolaan Kebersihan  adajal seg
masyarakat dan Pemeriniah Daerah da|

7. Eﬂmpnh ﬂdﬂ].ﬂ;h 5153 kepi : : :
glatan sehari-hard manusia dan/atay alam
berbentuk padat baik berupa bah b R , Proses alam yang
sudah tidak terpakai lagi, o C8K) maupun kering (an organik) yang

8. Tempat sampah adalah tempat untuk memby i

dlletakican pada tﬂmpﬂvtum]ﬁm :manm.m ang sampah yang sifatnya terbatss yang

9. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) adalah tempat untuk menampung
sampah sebelum sampah tersebut diangkut ketempat pembuangan sampah akhir,

10. Tempat Perphuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sempah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan. ;

L1, Pengelolaan sampah  adalah  kegiatan yang sistematis, menycluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah,

12. Etika Kebersihan adalah tingkah laku atau perbuatan tentang apa yang baik dan apa
yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) masyarakat unpul menjaga

- lingkungan sekitarnya dalam keadaan bersih yang sesuai dengen tata lingkungan,

3. Lokasi adalah luasan areal kabupaten berdasarkan Rencana Perluasan Kota
Kabupaten dan atau belum ditetapkan rencana perpatokannya, ¥ang menurut
pertimbangan  Pemerintah Daerak dapat dipergunakan untuk mendirkan suaty
bangunan.

[4. Jalan adalah suatu prasarana perhubungen daret dalam bentuk apapun meliputi,
segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan periengkapannya yang
diperuntukkah bagi lalu lintas,

ala usaha dan tindakan vang dilakukan
am penanganan kebersihan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasgal 2
, ini adalah Pengelolaan Kebersihan yang
linghu ngaturan Peraturan Ela:fah ini _ :
E;I;:}:;Ea::akun ]:,,;I:If terpadu dan terkoordinasi dengan merigutamakan pemberdayaan
masyarakat.,

Paszal 3 _
Penpelolaan Kebersihan scbagaimana dimaksud dalam Pesal 2 meliputi :
a. pengelolaan sam |:rlaJ'|;
b. etika kebersihan lingkungan.

BAD II
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4
. rhatikan jenis dan sifat sampah,
dilakukan dengan mempe
Pengelolaan sampah :

Pasal §
. 1 4, terdin dar -
. _ooa dimaksud dalam Pasal 4, -
g Earﬂ?tafn;& {E::'I;:t?k} adalah sampah yang susunannya terdin dari bahan Yang
&, s5am 3 -]
mudah ni':m‘n b;?z:'nr ganik) adalah sampah yang susunannva terdini dari bahan vane
b, sampah kesin



Sifat sampah sebagaimang i, sl g Pasal g
am

: i Pasal 4, 4;
b. sampah khusuy, ﬂliulahsampﬁh Yang menury s[ﬁfﬁﬂﬁ?ﬂ i
Secara Jan :

sebelum dj ;1o Sampah yan i ey
m ditangan Jepit i B Menunut sifatny, barus dipryges terlebih dahy| ;
.

Pengelal i Pa o
i ﬁmg;ﬂ::gﬁmh meliputi kepiatay - . i _*ﬁ’“
b. pengumpitlan; I'-r"h_ : S
©. pengangkutan; . f BN

d. Pemusnahan dﬂ-ﬂ-lratﬂ.ﬂ pgmmf“!m ll\."-:‘l;.:, x.

Pengelolaan sampah sebapai
. agaim i
dengan pihak swasta dan ftau l:l::?b:mwda

masyarakat.
(2) Kegiatan masyarakar 4
: alam
dimaksud pada ayat (1) meliputi rmclaks:anakan peagelolaan sampah  sebapaimana
2. pemeliharaan kebersihan di i : :
iy Eﬂtﬂng-m;.rnng?“ i lingkungannya masing-masing, baik secara pribadi
b. p:m:]am;n sampah menurut jenisnya; ?
. pengangkutan dari sumber sampah k :
atau kelompok: fampah ke TPSS stau TPSA baik secara perorangan
d. penanganan sampah khusus wajib dj ] :
b dilakukan sendiri cleh
mcngh[_langknn kekhususannya sehingga menjadi ;:mup,_h ,Tl::hm SATpAL ool
£. i:;ﬁ::i::in tempal sampah di dalam lokasi secara tertutup dengan jurnlzh menunut
(3) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah scbapai
terscbut pada ayat (1) meliputi ; . v G
4. pengumpuian sampah di Jalan Masional, Jalan Propinsi, Jalan Lokal Kota dan
Iapangi?n terbuka khusus serta pengangkutennya ke TPSA menjadi tanggung jawab
Instansi Pengelola Kebersihan;
b. pengumpulan sampah di pasar-pasar serta pengangkutannva ke TPSS menjadi
tangpung jawab instansi yang mengelola pasar;
pembersihan sampah di saluran-saluran air hujan dan pengangkutannya ke TPSS
menjadi tanggung jewab Instansi yang mengelola Saluran Air Hujan;
d, penpumpulan sampeh diterminal angkutan umum dan tempat parkir milik
Pemerintah Daerah sampai ke TPSS menjadi tanggung jawab- Instansi yang

mengelola Terminal Angkutan Umum dan tempat parkir; ‘
pengangkutan sampah dari TPSS ke TP3A, menjadi tanggung jawab Instansi

Pengelola Kebersihan; . |
pemusnahan / pemamfastan sampsh dengan eara-cara yang memadai sesuaj
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g penyediaan dan pengaturan TPSS, TPSA serta sarana dan prasarana penanganan

sampah, adalah tanggung jawab Instansi ng:i:r]a Kebersihan.

Pasal 10

i knya yang beroperasi di
1) S npkutan yang menggunakan hewan sebapai pengEerak <
; Jd:ﬁ:ﬁ :.r:ﬁih dilengkapi sarana penampung kotoran yang ditimbulkan dan ditimbun
da lokasi TPSS.

(2] E:T:n.‘s angkutzn umum baik pnnurlt]l_:w:;? ::}?uplun bﬂﬁfn;nﬂrmﬁ?mﬂﬁhlmg
melakukan aktivitasnya di daerah, waji dilengXapi mdm siligr o v
i -ang menjajakan hmllmg dng:gngan gan .
(3) Setiap Pﬁ'i“]E:i“nﬁli dfn pedagang kaki lime wajib menyediakan !:mpaﬁn;p-ah yang
:':::1:3:“ untuk menampung sampah / limbah yang ditimbulkan angsung

membuangnya ke TPSS.



setiap pemilik 8lau pemajq; lokasi gj
|

lokasi dan jalan **Panjang j ‘
Selebar halamgp, lokasinys Jang Jalan waji memelihara kebersihan

3) Bagi PErorangan, perysy aan, lem
. an, h
mengumpulkan arang banyak .wi;ibls':ga'
I'l_|

YBNE menyelen
J-lenBearakan k i
8ga kebersihan |ingkuﬂgm;:mm denigin

Setiap pemilik atay Pasal 11
| pemakai lokasi di gangn:
0 ayat (4), juga berkewai a.:mu,-,l v el I ane dimaksud dalam Pasql
&), ib “Panjeng jalan sebagai i i
puluh lima) sampaj I'EIIIIIIJ{J.;f:nm11.|.=_:wﬂtt tempat sumpah }'mﬂﬂﬂabirju:ﬂ-: fn::ili{d
; ua

. o AN ) met
dilakukan secara pribad; maupun gnmh;:ﬂiﬁlg Pejalan kaki, Yang pengadaannya dapat

BAB I
ETIKA KEB ERSIHAN LINGKUNGAN

I ah ]u
d-ul tmﬂ

menerus, setiap warga masyarakat ha

dal ; 2 TS menyadar dan me ' .

;ﬂ?kas}ll;'.:tbngjm dan Hman serta membudayakan untuk i::n' ﬂtkhﬁmﬁit btlh\!-"u it
ara sendiri-sendiri maupun secarg Gong. ooy Jaga kebersihan lingkungannya

[

Siapapun dilarang ; S
& membuang sampah k i ir huj

pengairan:; pah ke sungei, saluran air hujan, ssluran air limbah dan saluran
b. membuang sampah di | '

Jalan, taman kota atay tem t-tem -

€. membuang sesuatu ke TPSS atau ke T'lf'SflI!';l fangm;ll:r:;:‘h ditanam

dimusnahkan; ; Eo o
d. membakar sampah di tempat yan i

o pat yang menimbulkan bahaya kebakaran atay mengganggu
¢ membuang sampah yang berasal dari lyar wilayah daerah ke dalam wilayah daersh,

. Pasal 14

Siapapun dilarang :

8. menggunakan jalan sebagal tempat penyimpanen atsu penempatan bends sehingga
menggangeu lalu-lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;

b. mendirikan/menggunakan  tempat untuk dapur atau tempat  penjemuran,

menimbun/menyimpan barang/ahan hasil maupun hasil karya di jalan danfatan

fasilitas umum: ) -

mengotor dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;

menarvh lumpur ataw bahan [zinnya terutama yang berasal dari saluran air ke jalan

dan/atau fasilitas umum;

e. menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur, atau benda
sejenis lainnya di tepi jalan dan/atau fasilitas umum; . .

. membuang sampah di tempat terbuka (sungai, laut, dan tempat lainnya) baik dalam
jumlah yang sedikit maupun dalam jumiah yang banyak.

Lt L

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak : _ 2 g
kebersihan  secara an

; dapathkar layanan dalam pengelolaan _ ! dan
’ Eﬁeﬂuﬁsm I[in:::r.mgan dari Pemerintah Daerah, danfatau pihak lain yang diberi

ung jawab untuk itu; ‘
b !hir;ﬁgﬂligljﬁm dalam ;pr::-m pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan
| pengawasan di bidane neneelnlaan K ahareihan:



